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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

: M, -
~ ’d Pl ~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai
Swasta, tempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 30 November 2020, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/132/1V/2016 tanggal 27 April 2016 yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Aren;
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Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
kediaman di Perumahan Pondok Kacang Prima Blok G.8 No. 17, RT.RW.
08/08, Kecamatan Pondok Kacang Timur, Kota Tangerang Selatan; dan
selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman
bersama terakhir;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum / sudah dikaruniai
keturunan sebagai berikut;

Anak, (L), lahir tanggal 16 Juni 2016;

4. Bahwa kurang lebih sejak 30 September 2019 kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
Sering berkata kasar kepada ketiga anak tiri;

Melakukan tindakan pelecehan seksual kepada kedua anak perempuan
dari pernikahan pertama;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 28 November 2020,
yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah
/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma
agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat
untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus
karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

1. Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis
telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua
belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi
terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pangadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang
tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk
menunjuk (...) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para
pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
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Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan
repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil
gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil
jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah
menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi |, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

2. Saksi Il, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah

mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan

saksi-saksi di persidangan yaitu:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan

mohon putusan;
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Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di
persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan
perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu
diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator,
selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan
bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena
itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf () dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan

keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan
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Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas
bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus disebabkan ......................... Perselisihan yang terus
menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah/ranjangsejak ....................... ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ........ mengakui/membantah
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat
dan Tergugat dan Tergugat menyatakan pada dasarnya keberatan untuk
bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat
namun apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai Tergugat
menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
menghadirkan dua orang saksi bernama ............. dan................ , kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang
dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah
menghadirkan seorang/dua saksi bernama................... dan .............. ,
saksi/kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan
merupakan orang dekat Tergugat dan telah menerangkan yang pada
pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat
dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat
dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang
pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus sejak .............. tahun setelah menikah dan telah berpisah tempat

tinggal sejak ................... ;
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Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis
hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak
mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang
demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila
dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang
merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka
majelis hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat
benar-benar telah pecah (broken marriage) serta telah terjadi perselisihan
secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah
sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih
dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas
dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya
ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa
ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup
alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 441000,00, ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M.
Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.
dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim
Anggota,
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Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Penitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah ' Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu
ribu,00 rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 6295/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



